FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PANCORAN

Oleh:
BUDIMAN MULY A MATONDANG
03 153 107

Digjukan Untuk Memeruehi Salah Satu Syarat Guna Memiperoleh

Grelar Sarjana Ekonomi Pada Jurisan Akuntanss

PADANG

2011



ADSTRAK

Penelitian ini bertujuan wntek mengetshui apakah kepatuhan wajib pajak badan
yang ditinjau dari jumlsh pembayaran‘penyetoran PPh Pasal 25 Badan vang
dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan tepat wakiu mempunyai
pengarub yang signilikan ferhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal
25729 badan, dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Pancorn,

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif’ dengan menggunakan data primer
yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Pancoran mulal dari Januari 2007 sampai
dengan Oktober 2010, Statistik uji vang dipunakan adalah regresi linier herpanda
dan data dhalah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 15,

Penelitian ini membuktikan babwa pembayaran PPh 25 badan vang dilaporkan
tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan vang tepat waktv secara simultan
berpengaruh signifiken terhadup penerimaan PPh pasal 23/29 Badan dJi KPP
Pratama Jekarta Pancoran. Dan secara parsial bahwa pembavaran FPh 25 badan
vang dilaporkan tepat waktu lebih berpengaruh sigmifikan daripada jumlah wajib
pajak yang tepat waktu terhadap penerimaan PP opasal 25/29 Baden di KPP
Pratama Jakarta Pancoran.

Kata Kuncl: Kepatuhan Wayih Pajak, Wajil Pajek Bodan epar walkin, PP Peasal
23, Penerimaan Pojak Penghasilan 23/29 Badan,



BARI

PENTXAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyvarakat yvang adil dan
makmur. Uniuk  melaksanakan pembangunan guna mencapal  tujuan  tersebut
dibutuhkan dana yanp tidak sedikit. Pada awalnya. scbagian besar dana terschut
berasal dar penerimaan pemerintah dari basil penjualan minyak bumi dan gas
{migas), Namun dengan terjadinya resesi dunia dan siteasi moneter internasional
vang lidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia pada pertengahan
tahun 80-an telah menvebabkan berkurangnya kentribusi migas dalam pencrimasn
negars, Terjadinya situasi ini, membuoat pemerintah sadar bahwa penerimaan negara
tidak bisa lagi sepenuhnya digantungkan pada scktor migas imi. Pemerintah harus
segers mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satw lanpgkah vang diambil pemerintah pada saat itu adalah mengubah
arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatisn pada penerimaan
negara dari sektor pajak. Pajak adalah jwran dart rakyal kepada kas pepara
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa sccara langsung
vange digunakan  untuk  membiayal  pengeluaran  pemerintsh  dalam rangka
meningkatkan kese_ial:leman-;:mum. Dari pengertian pajak tersebut lergambar bahwa

salah satu Tungsi pajak vaitu sebagai sumber penerimaan bagl negara,



Dimana penerimasn pajak lersebut dapat berasal dari pajak Penghasilan (PPh)
dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). pajak penjualan
atas barang mewah (PPn BM), pajak bumi dan bangunan (PBR). bea perolehan atas
tanah dan bahan bangunan (BHPTR), penerimazan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

F.ebijakan perpajakan dalam tahun 2008 akan difokuskan untuk meningkatkan
kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib
pajak dalam melsksanakan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan
kepatuhan masvarakal untuk melaksanakan kewajiban kenegarsan dalam bidang
perpajakan, menuju pada kemandirian dalam pembiavaan anggaran negara,

Tujuan dari kebijzkan ini adalah meningkatkan efektifitas pemungutan pajak
serta memperluas objek pajak, tanpa mengpangeu sekior wsaha. Pemerintah juga
memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan dilakokan dengen tidak memberikan
beban tambahan kepada pelako ekonomi. Hasil dari berbapgsi kebijakan tersebut
tampak dan realisasi penerimasn Anggaran Pendapatan den Belanja Negara (APBN)
dari sektor perpajakan vang meningkat dari wakiv ke waklo, Berambahnyva nilai
absolute penerimaan pajak menunjukkan beherapa hal vaite bahws:

(i} Penerimaan pajak masibh merupokan andalan atau wlang punggung
sumber penerimann APBN

(i) Pajak merupakan sumber penerimaan yang lebih aman dan mandiri
ketimbang tergantung pada pinjaman lusr negert (misalnya IMF ataupun
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BABV
PENLITLIP

a1 Kesimpulan
Penelitian ini berlujusn untuk mengetahul apakah kepatuban wajib

pajak badan yvang ditinjau dari jumlab pembayvacan PPh Pasal 25 Badan vang

dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan yvang tepat waktu
sehagai variabel independent mempunyvai pengaruh vang signifikan techadap
realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 bhadan sehagai variabel
dependen, baik secara parsial maupun secara simultan, Adapaun variabel yang
digunaken  dalam  pencliien  ini ada 2 (dua), yaitu  jumlah
pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan vang dilaporkan tepat waktu dan

Jumibah wajil pajak badan yvang tepal waktu, Pepelitian ini dilakukan & KPP

Pratama Jakorta Pancoran, dengan menggunakan data lanuart 2007-Ohktoher

200,

Berdasarkan hasil uji statistik vang telah dilakukan, diperoleh hasil
sehagai berikut;

- Pada pengujian asumsi klasik dapat disimputkan babwa maode] regresi
telah  bebas  dari masalah multikolinieritas,  heteroskedastisitas,
autokorelasi, dan telah memenuhi asumst normalitas.

Sclanjutnya, herdasarkan hasil perbitungan wji simultan {uji FL
dibuktikan buhw;_iumtah pembayaran PPh 25 Badan yang dilsporkan

secara tepal waklu dan jumlab wajib pajak badan yang fepal waktu
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